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BUPATI MAROS 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAROS 
NOMOR: 123 Tahun 2018 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

·sUPATI KAR.OS, 

. Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat (1), Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pem,erintahan 
Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah 
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

b. bahwa · berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 � · oleh Pemerintah Daerah dijadikan 
pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanjj Daerah 
Tahun Anggaran 2019 . tidak bertentangan '. ,;lengan 
kepentingan umum .dan ketentuan peraturan pe�dang­ 

. undangan yang lebih tinggi; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d�aksud 

dalam huruf a dan · huruf b, perlu ditetapkan �$turan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj�_l)aerah 
Tahun Anggaran 2019 ." 

Mengingat I. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 •ntang 
Pembentukan Daerah­daerah Tk. II di Sulawesi 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun l 95�itN.omor · 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik It(�sia 
Nomor 1822); 

2. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang1, pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran . Negara �--blik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, . 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia _·· · · or 
3312), sebagaimana telah diubah dengan '. g- 

· Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubah�f _:: s 

; .. 
; . . 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembarari Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3S69); 

3. Undang-Undang Nomor 21 . Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taaun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara, Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,. tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung -JawabKeuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta;bun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara ·:· Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentap.&. Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, f,a.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44:3f,iiji; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'·f ·tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah �t dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara }�publik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, "'bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443ffljf 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten�j, Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara ��publik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, ·:�; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones��i�or 

. '·!:,· . 

5049); . 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :i�g 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (<,"'· - 
Negara Republik Indonesia Tahun 2q 11 No 
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Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 
5234); . 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56. Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'1tl Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Inaonesia 
Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T�b.ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;1 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 \�ntang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pt"' · , an 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi&,:,fr. ·· un 
2005 Nomor 150, Tainbahan Lembaran Negara ��blik 
Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 · Tahun 2006 �,p�g 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemj�tah 

; .. ' ' 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 .Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2():17 Nomor 
106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 200p tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, se��aimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan IP.•aturan 
Menteri Dalam . Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri na.i-. Negeri 
Nomor 13 Tahun 200 tenan Pedoman P$1eloaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tah,W!-n 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pem,mtahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tal;lf• 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendag� dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; ···, 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01{ Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuang�iP,aerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahuj: 2007 
Nomor 1); · 

28. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan .iilJemor 
3161/XII/Tahun 2018 tanggal 11 Desember 201·�t��g 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupa -s 

: 
' 'iiµ°Os 

tentang Anggaran Pertdapatan dan Belanja Daer_\_. 'i· un 
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupa�j ··' ·. os 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danIi ia 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 



30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 
ten tang Anggaran Pendapatan dan · Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 ( Lembar Daerah Kabupaten Maras Tahun 
2018 Nomor 7) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN A;\IGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB'UPATEN 
MAROS TAHUN ANGGARAN 2019 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Maras 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maras. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu B�pati dan 

dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maras. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingka.t PPKD 
adalah · kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dae�$ yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Penda:� dan 
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daer� 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya..l-.singkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Da.j� yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah d;• DPRD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rancangan kerja dan anggaran Perangkat daerah yang se8"tutnya 
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perenc · ,;"" dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja :� gram 
dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan seb� dasar 

··:;,:.· 

· penyusunan APBD. 
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah · yang se�tnya 

disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang �puat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan seba� dasar 
pelaksanaan anggran oleh pengguna anggaran. ·· ,. 

11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya Disingkat PAD. ;,CO'alah 
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berd:�kan 
peraturan perundang-undangan. · 



12. Dana perimbangan adalah merupakan dana · yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 'dialokasikan kepada 
daerah untuk mendanai kebutuharr daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

13. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah 
dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom 
(propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana 
pembangunan. 

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK, adalah alokasi 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
(propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan 
sesuai dengan proritas Nasional. 

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintintahan 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

16. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
(dengan huruf i kecil} adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
satu periode anggaran. 

BAB II 
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 2 
Penjabaran AP!3D Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Anggaran Pendapatan 
Daerah, Anggaran Belanja . Daerah dan Pembiayaan Da¢rah yang 
ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maras. 

Pasal 3 

( 102 .asa.ooo.ooi 
O,QO 

s.9s9.422.033��P 
9.062.21s.03a;,oo 

·. �;:,. 

1.472.440.688.00,Q:,OO 
··' 

1.472 .337 .835.00(),00 
102.ssJ.oo�._�o 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Besaran APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 seg�mana 
dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp.1.472.337.835.000,00 deng. rincian 
sebagai beriku t : 

a. Pendapatan Daerah 
· .. b, Belanja Daerah 

·-· 
Surplus/ (Defisit) 

c. Pembiayaan Daerah 

,.; .. ;,.� 1. Penerimaan Pembiayaan 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
Jumlah Pembiayaan netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenanaan (SiLPA) . 



Pasal 4 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp. 143.658.500.000,00 
b. Retribusi Daerah Rp. 22.140.000.000,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 11.600.000.000,00 

Yang Dipisahkan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 89.020.000.000,00 
yang sah 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan: 

Rp. 220.537.035.000,00 

Rp. 266.418.500.000,00 

Rp. 985.485.153.000,00 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 28.443. 528.000,,00 

b. DanaAlokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus 

Rp. 738.574.547.00:0,00 

Rp. 218.467 .348.000,00 

,_. ... ; 
1_.,, .• ;. 

(4) Lain-lain : Pendapatan Daerah . Yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah Rp 46.959.400.00Q.OO 

b. Dana. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 56.786.824.00<i.OO 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 109.490.811.00Q;,IW 
Khusus 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 
atau dari pemerintah daerah lainnya. 

Pasal 5 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p terdiri 

dari : 
a.Belanja Tidak Langsung Rp. 811.557.642.500,,(ij> 

'- ." ; ... 

b. Belanja Langsung Rp. 660.780.192.500,QO, ·-.-.�)-'. 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l).�\l..liUf a 

terdiri dari jenis Belanja : 

7.300.000.000,,00 

a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Bunga 

' � : . 

Rp. 
Rp. 

632.561.441.000,()(;l. 
.;.:··. 

O,Q� 



c. Belanja Hibah 

d. Belanja Bantuan Sosial 

e. Belanja Bantuan Keuangan 

Pemerintahan Desa 

f. Belanja Tidak Terduga 

Rp. 
Rp. 

·10.385.400.000,00 

2.622.609.000,00 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Rp. 163.988.192.500,00 

Rp. 2.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 

Rp. 14.353.620.000,00 

Rp. 285.913.317.000,00 

Rp. 360.513.255.500,00 

Pasal 6 
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

angka 1 terdiri dari jenis Penerimaan : 

a. SiLPA tahun anggaran sebelurnnya Rp. 
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 
c. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 

8.959.422.033,00 

0,00 
0,00 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf c 
angka 2 terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal [investasi]. 
b. Pembayaran Utang 

Rp. 

_Rp. 

5.000.000.00(),00 

4.062.275.033,00 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraa Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantu� dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari �turan 
Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

, , ., 3. Lampiran III 
,;., 4. Lampiran IV 

Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 201S:l; 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; 
Daftar Penerima Hibah; 
Daftar Penerima Bantuan Sosial; 



Pasal 8 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang APBD Tahuri Anggaran 2019 
sebagai landasan pelaksanaan. 

BABm 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. 

���t@ngkan di Maras 
ua..��al 20 Desember 2018 

�--�W�S DAERAII, 

, . 
' _..-:. $.:' 

.:::""h,_.g'��AHARUDDIN MM 
· t : Pembina Utama Madya 

NIP . : 19600909 198603 1 029 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR : 124 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN MAROS PROVINSISULAWESI SELATAN: 

B.HK.HAM.7.197.18. TAHUN 2018 


